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BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BI"IPATI KARANGANYAR
NOMOR * ]'AHUN 2OO8

TI]NTN NG

t , l i ' t  t  JN. l t  JK t ) l i l ,AKl iANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPAI'EN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2OO7

TENTANG PERUSAHAAN DAERAFI AIR MINUM (PDAM) KABI.]PATEN KARANGANYAIT

DENGAN ITAHMAT'TUTIAN YANG MAI-IA I]SA

Menimbang : a.

BUPATI KARANGANYAR,

batrwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih dan air
minum kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan
profesiorralisme dalam pengelolaan PDAM;

bahwa dengan ditetapkannya Pcraturan Daerah Kabupaten
Karanga,ryar Nomor l3 'l'ahun 

2007 tcntang l)erusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Karanganyar yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah llafypaten Karanganyar l'ahun 2007 Nomor t3.
maka perlu mcnctapkan petunjuk pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b.

Mengingat : l. Undang-LJndang Nomor 13 'l'ahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupatcn dalam l,ingkungan Provinsi Jawa'['engah;

Untlang-Undang Nomor 5 l'ahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(l,cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10.'l'ambahan 

l,cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 
'l'ahun 

2004 tentang Sumber Daya Air
(l,cmbaran Negara Repuhlik Indonesia 'l'alrun 

2004
Nomor 32 

'l'ambahan 
Lembaran Negara ltepublik lndonesia Nomor

4337)t

[Jndang-Urrdang Norrror l0 'l 'ahun 
2004 terrtang Pembentukan

Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahurr 2004 Nomor 53 T'ambahan l..embaran Negara
li.cpublik lndoncsia Nornor 4 389);

Undang-Undang Nornor 32 l'ahun 2004 tentang P:merintahan
f)aerah llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.004 Nomor
125 'fambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8'lahun 

2005 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia l'ahun 2005
Nomor 108 Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 454ti);

2.

J .

4.

5 .



(1. l)uraturan l)cmcrintalt Ntltrlor l6 
'l 'ahun 

2005 tcllti l l lg
!'cttgcntbitngan Sistcnt l)cnycdiaan Air Minr'rm (l.cmbaran Ncgallt
Republik Indoncsia 

'l 'ahun 
2005 Nonror 33 

'l 'ambahan 
Lctttbaratt

Ncgtra l lcpubl ik lnt lot tcsia Nontor 44()0):

7. Peraturan Menteri l)alam Negeri Nontot | 
' l 'ahun 

1984 tentang 
-l'atit

Cnra Pcntbinaan dan l)cngawasan l)orusahaan l)acrah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

t(. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4'l 'ahun 1990 tentang'l'ata ;
C-'ara Kcrjasama Antara Pcrusahaan Dacrah dcngan Pihak Kctiga;

9. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis dan "l'ata Cara Pengaturan TarilAir Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20()7 tentang
Organ dan Kepegawaian Pentsahaan f)aerah Air Minum;

I l. Keputusan Menteri Negara Otonomt Daerah Nomor 8 Tahun 2000
tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;

12. Pemturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daereh Air Minum Kabupaten Karanganyar.

N{EMUTI-JSKAN:

Mcnctapknn ; PIiRA'l ' t t l tAN I l tJl 'A' l ' l  1'11N1'ANC l ' t i l ' tJN.fLJK PIILAKSANAAN
PERAI'URAN DAERAII KABUPATEN K,\RANGANYAR NOMOR
I3 ' fAI I I ]N 2OO7 I ' I ]NTANC PIRIJSAI IANN DAERAII  NIR MINIJM
KABUPNTEN KARANGANYAI{

I ]A I ] I
KEI'ENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai lladan Eksekutif Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

No mor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten K aranganyar,

5. Pcrusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karanganyat' yang
bcrgerak di bidang pclayanan air minum;

(t. Dcwan Pengawas adalah Dcwan Pcngawas PDAM Kabupatcrr
Karanganyar;

7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Karanganyar;
8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi 

'dengan

penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang v ajar dalam
perusahaan.



BNB I I
o l t ( iAN l ) l )n  M

Pasal 2

(l) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaiarr.
(2) Organ PDAM sebagaimana Cimaksud ayat ( | ) terdiri dari:

1. Bupati selaku pemilik modal;
b. Direksi; dan
c. Dewan Pengawas.

Ilagian Kcsatu
Tipe PDAM

Pasal 3

(l) PDAM sesuai dengan ketentuan jumlah pelanggan diatas 30.001 (tigapuluh ribu satu) sampai
dengan 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan adalah PDAM kategori Tipe C.

<2) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (l) terdiri dari 3 (tiga) orang direksi dan 6 (enam) orang
Kepala Bagian, yaitu :

a.Direksi terdiri dari :

l) Direktur Utama;

2) Direktur I'eknik; dan

3) Direktur Umum.

b. Kepala Bagian terdiri dari :

l) Kepala Bagian Umum;

2) Kepala Bagian Perencanaan'Ieknik;

3) Kepala Bagian Langganan;

4) Kepa.la Bagian Keuangan;

5) Kepala Bagian Produksi; dan

6) Kept la Bagian'fransmisi dan Distribusi.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikair oleh Bupati.

(4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 4

(l) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai pendidikan Sarjana Stratr I (S-l); i



b. mcmpunyai pcngolamrtr kcrjn l0 (scpuluh) tthun [r1'gi ynng bcrasal dari ltl)AM. ittatt
mempunyai pengalaman kcria mininral l5 (linra trclas tahun) tahun nrengelola pcrusahaan
bagi yang bukan bcrasal dari PI)AM yang dihuktikirn rlctrg:ut surat keterangan (rel'erensi)

dari perusahaan sebelumnya dctrgltr pcnilnian baik:

c. lulus pclatihan manajcmcn air nrilrurn cli d.rlanr irtiru rli luitr ltcgcri yang telah tcrakrcditasi
dibuktikan dengan sertillkasi atau iiaz.ah;

d. membuat dan menyajikan proposal mengcnai visi tlnn misi I'}DAMI

e. bersedia bekeria pcnuh rvaktu:

fl tidak terikat hubungan keluarga dcngan llupati/Wakil llupati alau l)cwzur l)ctrgawas atau
Direksi lainnya sanrpai dcraiat kctiga n-lcnurut garis lurus atnu kc samping tcrtrtasrrk
mcnanlu dart ipar:

g.  lu lus  u i i  kc layakan dan kcpatu tan  ya l rg  c l i laksar tak i t t t  o lc l t ' l ' i rn  a l r l i  yang t l i t t rn i r tk  o lc l t
l lupat i .

(2) Pengangkatan Dircksi sebagainrana dirnaksucl ayal ( I ) ditclapkan dertgan Keputusan llupati.

l )asl l  5

( I  )  1 'nta cara pcngangkatan I) i rcksi  l ' l )n M t l i i t t t t r  scbi tgi t i  bcr iktr t  :

a. setelah Bupati menerinra pembcritahuan tcntang berakhirnya nrasa.iabatan Dircksi. Ilup:rti
memcrintahkan Tinr Ahl i  untuk nrclaksanakan ui i  l :c layakarr dan kcpatutan Clalon l ) i rcksi
PDAM;

b. Uji kelayakan dan kcpatutan sebagaimana dimaksud huruf a diutamakan bagi karyawan di
lingkungan PDAM, apabila di lingkungan PDAM tidak terdapat karyawan yang rnenrenuhi
syarat, Tim Ahli dapat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Direksi yang
berasal dari luar lingkungan PDAM;

c. l " lasi l  u! i  kelayakan dan kcpatutan disanrpaikan olch I ' int  Alr l i  kcplcln l )cwan Pcrrgi twas:

d. berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, l)cwan l)engawas mengusulkan (lalon
Dircksi  PDn M kcpada Rupat i :

e. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tcntang Pcngangkatan Direksi PDAM.

(2) Tim Ahli sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), terdiri dari unsur Badan Pengau'as. unsur
Bagian Perekonolnian Sekrctariat Daerah dan unsur Bagian Llukum Sekretariat Daerah.

(3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (l ) ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6

Direksi mempunyai tugas, wewcnang dan h.rk sebagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah.



( l )

(2)

I)nsal 7

Direksi berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir;

b. meninggaldunia.

Direksi diberhentikan karena:

a. permintaan sendiri;

b. reorganisasi;

c. mencapai batas usia 60 (enam Jruluh) tahun;

d. melakukan tindakan yang merug.ikan pDAMI

e. terlibat dalam tindak pidana berda.sarkarr putusan l)cnga<lilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dcngan ancaman pidarra rcbih tl.ri {tahun:

f. kesehatannya terganggu sehirrggu rrd:rk dapat nrcrar.sarrakiul rugas.

l lagian Kctiga
Kepala Bagian

l)asal 8

Pcrsyarutan dun tata cara l)cngattgungkltalt Kcplla ll lgian tliatur olclr l)rrcktur IJtarna.

l lagi ln Kccnrpal
[)ewan l)engawas

Pasal 9

Dewan Pengawas berasal dari .unsur pejabat pemerintah daerah. professional dan/atau
masyarakat konsumen yang diangkat dan diberheniikan oleh Bupati.
Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (cnanr puluh linra) talrun.

Pasal l  0

(l) Untuk dapat diangkatsebagai Dewan Pengawas harus menrenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menguasai manajemcn pDAM:
b. menyediakan waktu yang cukup untuk meraksanakan tugasnya;
c' tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan pengawas atauDireksi lainnya sampai dera.iat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk

menantu dan ipar;
d. mempunyai pengalaman daram bidang keahriannya minimar 2 (dua) tahun.

(2) Pengangkatan Dewan Pcngawas scbagaimana dimaksud pacla ayat (l) ditetapkan denganKeputusan Bupati.

( l )

(2.)



Pasal I I

(l) Setelah menerima pemberitahuan tentang berakhirnya mrsa jabatan Dewan Pengawas, ISupati
menetapkan Dewan Pengawas dalam masa jabatan berikrrtnya.

(2)Sesuai dengan jabatannya, Kctua Dcwan Pengawas dijabat olch Kepala Bagian Perekon<lntiatt
Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas, wewenang dan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah.

I ln l ]  i l l
STRTJKTTJR ORGANISnSI DAN.TATA KERJA PDAM

Pasal 13

Direksi PDAM menetapkan Struktur Organisasi dan'l'ata Keria (SO'l') PDAM dengan :nekanisme
scbagaimana bcrikut :

a. mengajukan permohonan persctujuan Bupati dengan dilampiri l)crsctu.iuan Dewan Pcngawas
dan draf Struktur Organisasi dan Tata Keria (SO1') I'DAM;

b. Bupati menetapkan Persetujuan Bupati kepada l)ircksi l'l).'\N,{ untuk menetapkan Stmktur
Organisasi dan'Iata Kcr. ia (SO'l ')  Pl)A\1. scl iunbat-lanrhrrlnlrr |  (satu) bulan sc.iak ditcrimanl,n
permohonan persetujuan tlupati :

c. Struktur Organisasi dan l'ata Kcrja (S0l ) l'}l)n M ditctagrkan dcngan Keputusan Direksi I,DAlvl.

Pasal l4

(1) Struktur Organisasi  dan' l 'ata Kcr. ia (SO' l '1 IrDAM dapat di lakukarr pcrubahan nrenycsrraikarr
dengan tipe PDAM.

(2) l lcrdasarkan pcnctapan Struktur Orgart isusi  dan 
' latu 

Kcr ' la 1S{ )  l 'y I ' l )n M schlgl i rnlrrrr
dimaksud ayat (l) dapat dilakukan perubahan dan/ atau pengangkatan Direksi sesrrai dcngarr
Struktur Organisasi dan 

'['ata 
Kerja (SO'l') I)DAM yang baru.

(3) Pengangkatan Direksi PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) clcngan mendasarkan patlir
ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 l)craturan llupati ini.



BA.I} IV
KETEN'TUAN PENTJTTJP

l 'asal  l5

peraturan Bupati ini mulaiberlaku pada langgal diurrdangkan'

. Agar setiap orang dapat rncngetahuinya, menterintahkan pengundangan Pcraturan lSupati ini

dengan penempatr,nnyi dalam l,embaran Daerah Kabupaten Karanganyar

aood

' fNAN 
INGSII] I ,  SPd.M' l  lut t t

pada

$ DAEITAI'l
I

KASTONflDS
BIIR|TA finnnnt I Kntlt Jt'n'fl iN KAllANcANYAlt'fnl l(,N 2008 NoMoll
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